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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Putusnya perkawinan akibat talak sering terjadi dalam kehidupan sehari-

hari, maka dalam pelaksanaannya harus berdasarkan hukum yang berlaku di 

masyarakat terutama di Indonesia, sebagai seorang muslim jika ingin melegalkan 

perceraiannya maka harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama 

sesuai dengan daerah tempat tinggal pihak yang berperkara.1 Dalam hal perceraian 

di Pengadilan Agama tentunya majelis hakim sebagai penengah dari ketegangan 

yang terjadi dalam rumah tangga yang ingin bercerai sebagaimana yang telah 

diperintahkan dalam Q.S. al-Nisa/2:35. 

عَثُواْ حَكَم ا يُ وَفِ قِ  ٗ  ا مِ نۡ أَهۡلِهَآ إِن يرُيِدَآ إِصۡلََٰحٗ  ا مِ نۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗ  وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَ يۡنِهِمَا فَٱب ۡ
نَ هُمَاۗٓٓ إِنه ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِير ُ بَ ي ۡ   2ا ٗ  ٱللَّه

 
“jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, kirimlah juru damai (hakam) dari 

keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan 

perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha teliti”. 

 

Maksud dari ayat diatas memerintahkan kepada suami istri yang berselisih 

untuk menghadirkan juru damai dalam hal ini yang dimaksud adalah hakim yang 

mana hakim dalam memutus perkara perdata memiliki kewenangan karena 

jabatannya untuk memutus suatu perkara lebih dari yang diminta dalam petitum, 

 
1 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 9th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h.102 

 
2 Kementerian Agama Republik Indonesia Alqur’an Dan Terjemah Online, n.d., 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/al-Nisa/4=35. 
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yang dalam istilah hukum kewenangan itu di sebut dengan hak ex officio hakim.3 

Dengan kewenangan tersebut hakim dimungkinkan dalam memutus perkara untuk 

menentukan sesuatu yang tidak ada dalam petitum atau memutus lebih dari yang 

dituntut. Hal tersebut merujuk pada beberapa ketentuan hukum, yaitu berdasarkan 

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa 

pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.4  

Ketentuan lain berkenaan dengan dasar adanya hak ex-officio hakim juga 

dijelaskan di dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

menyebutkan bahwa akibat dari putusnya perceraian karena talak, suami masih 

berkewajiban untuk memberikan nafkah mut’ah dan nafkah tempat tinggal dan 

pakaian kepada mantan istri selama dalam masa iddah.5  

Berdasarkan ketentuan diatas perceraian yang disebabkan karena talak, 

maka seorang istri masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari mantan 

suami selama dalam masa iddah. Hal itu sebagai konsekuensi dari perceraian yang 

dilakukan oleh suami atau dalam lingkup hukum perdata Islam disebut dengan cerai 

talak. Bahkan suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah madliya (nafkah 

lampau) dan nafkah mut’ah yang bertujuan sebagai bentuk hadiah atau kenang 

kenangan untuk mantan istrinya. Hal tersebut juga didukung dengan Pasal 152 

 
3 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). h.801. 

 
4 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum 

Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014). Pasal 41 huruf c. 

 
5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, 8th ed. (Bandung: Nuansa Aulia, 2020). h. 43 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa mantan istri berhak 

mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya selama istri tidak berbuat 

nusyuz.6  

Seorang istri dianggap nusyuz ketika melalaikan kewajiban utamanya yaitu 

menaati perintah suami secara lahir batin. Ketika istri meninggalkan kewajiban 

tersebut, maka kewajiban suami terhadap istri dalam memberikan nafkah tidak 

berlaku lagi dan telah gugur baik ketika masih dalam ikatan perkawinan maupun 

pasca perceraian karena talak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 4, ayat 

5, dan 7.7 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas, penerapan ex officio hakim 

dapat dilaksanakan dalam persidangan demi terciptanya keadilan dan kepastian 

hukum bagi para pencari keadilan, khususnya dalam melindungi hak-hak 

perempuan. Salah satu bentuk perlindungan hak perempuan melalui hak ex officio, 

hakim dapat menghukum mantan suami untuk membayar nafkah iddah terhadap 

mantan istri pasca perceraian walaupun hal itu tidak diminta oleh mantan istri, 

namun dengan ketentuan mantan istri tidak berbuat nusyuz. 8 Karena dengan nusyuz 

nya istri berakibat pada hilangnya hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami, 

sebagaimana penjelasan dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 KHI.9  

 
6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), 8th ed. (Bandung: Nuansa Aulia, 2020). Pasal 152. h. 44. 

 
7 Muhammad Hasbi, Peradilan Dan Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 

1997). h. 29. 

 
8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d. Pasal 41 

 
9 Abdullah, Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik Dan Gagasan (Yogyakarta: UII 

Pers, 2017). h.59. 
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Dalam pandangan fikih madzhab Syafi'i indikator istri dikatakan nusyuz 

atau keluar dari ketaatan kepada suami yaitu manakala istri keluar rumah tanpa izin 

suami, bepergian tanpa izin suami, tidak membukakan pintu rumah untuk suami, 

istri enggan diajak berhubungan badan tanpa adanya udzur, atau ketika suami 

memanggilnya istri justru sibuk dengan kepentingannya sendiri. Menurut Imam 

Syafi'i adanya akad nikah saja belum menjadi syarat kewajiban suami menafkahi 

istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total (tamkin). Akibatnya, kewajiban 

suami dan hak istri dalam hal nafkah baik dalam pernikahan maupun nafkah pasca 

perceraian menjadi gugur manakala istri berbuat nusyuz.10  

Namun dalam faktanya terdapat hal yang berbeda dengan aturan dan 

pandangan madzhab Syafi'i diatas. Seperti yang terdapat dalam putusan cerai talak 

Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Barabai yang diputus secara 

verstek nomor: 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr. dan Putusan Nomor 

166/Pdt.G/2024/PA.Brb. Dimana pihak Pemohon dalam posita nya mendalilkan 

bahwa keretakan dan disharmonisasi hubungan rumah tangga Pemohon dengan 

sang istri (Termohon) disebabkan karena Termohon kurang menghormati 

Pemohon, dengan selalu membantah nasihat Pemohon dan lebih mendengarkan 

nasihat orangtua Termohon daripada nasihat sang suami sebagai kepala keluarga 

serta Termohon pergi dari tempat kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon 

bahkan Termohon mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki lain kepada 

Pemohon.  

 
10 Musthofa al Khin dan Musthofa al Bugho, Al Fiqhu Al Manhaji Al Madzhab Al Imam 

as Syafi’i, Juz 4 (Damaskus: Daar al Qolam, 1992). h.107. 
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Dari keterangan itu, dapat disimpulkan bahwa Termohon dinilai telah 

berbuat nusyuz dengan melalaikan kewajiban utamanya yaitu berbakti secara lahir 

batin. Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon juga menghadirkan bukti dua 

orang saksi yang pada inti keterangan kedua saksi tersebut sama-sama menguatkan 

dalil Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon dalam petitum nya memohon agar majelis 

hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon 

untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang.  

Akan tetapi dalam amar putusan nya pada kedua putusan tersenut hakim 

secara ex-officio justru menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 

iddah dan mut’ah kepada Termohon. Padahal sebagaimana yang didalilkan oleh 

mantan suami (Pemohon) dan dikuatkan dengan bukti dua orang saksi bahwa 

Termohon dinilai telah berbuat nusyuz. Sesuai dengan aturan yang ada Termohon 

seharusnya tidak dibenarkan mendapatkan nafkah dari suami Termohon. Bahkan 

pihak Termohon sendiri tidak pernah hadir sama sekali (verstek) dalam persidangan 

tersebut walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.11  

Beirdasarkan uraiian teirseibut, peineiliitii meiliihat darii beirbagaii sudut pandang 

meingeinaii tiindakan majeiliis hakiim dalam meineirapkan keiweinangan eix-offiiciio  iinii 

seihiingga peineiliitii teirtariik untuk meingangkat iinii seibagaii peineiliitiian yakni 

peirmasalahan hukum yang diikeimukakan dalam peineiliitiian iinii adalah “Bagaiimana 

alasan hakiim dan dasar hukum yang hakim gunakan dalam meineitapkan nafkah 

pada perkara cerai talak yang diputus verstek pada putusan Peingadiilan Agama 

Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb. 

 
11 Harahap, Hukum Acara Perdata, 2017. h. 226  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaiimana alasan hakiim dalam menetapkan nafkah pada perkara cerai 

talak yang diputus verstek pada putusan Pengadilan Agama Nomor 

2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb? 

2. Apa dasar hukum hakim dalam menetapkan nafkah pada perkara cerai talak 

yang diputus verstek pada putusan Pengadilan Agama Nomor 

2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk meinganalisis alasan hakim yang mendasari menetapkan nafkah 

pada perkara cerai talak yang diputus verstek pada putusan Pengadilan 

Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb 

2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan dasar hukum yang dijadikan 

acuan oleh hakim dalam menetapkan nafkah pada perkara cerai talak yang 

diputus verstek pada putusan Pengadilan Agama Nomor 

2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb. 
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D. Signifikasi Penelitian 

Dalam peineiliitiian iinii diiharapkan dapat meimbeiriikan manfaat baiik seicara teioriitiis 

maupun praktiis diiantaranya: 

1. Seicara teioriitiis, peineiliitiian iinii diiharapkan dapat beirmanfaat, meinambah 

peingeitahuan dan meimbeirii kontriibusii bagii peirkeimbangan iilmu hukum, 

khususnya dalam biidang hukum acara peirdata khususnya beirkeinaan 

deingan peirkara hak ex-officio  hakim dalam menetapkan nafkah pada 

perkara cerai talak yang diputus verstek. 

2. Seicara praktiis, hasiil peineiliitiian iinii diiharapkan dapat meinjadii sarana bagii 

peinuliis untuk meimbeiriikan iinformasii dan reifeireinsii bagii para peimbaca, 

praktiisii hukum dan masyarakat dalam meinambah wawasan. Seirta mampu 

meinjadii tambahan dan meidiia peimbandiing dalam khazanah keiiilmuan dii 

biidang hukum keiluarga iislam. 

E. Definisi Operasional 

Deimii meinghiindarii keisalahpahaman teirhadap peinafsiiran judul maka peirlu 

diijeilaskan beibeirapa pokok kata yang meinjadii bahan peineiliitiian. Adapun yang peirlu 

peinuliis jeilaskan adalah seibagaii beiriikut: 

1. Hak Eix-offiiciio 

Kata Hak dalam Kamus Bahasa Iindoneisiia hak meimiiliikii peingeirtiian teintang 

seisuatu hal yang beinar, miiliik, keipunyaan, keiweinangan, keikuasaan untuk beirbuat 

seisuatu (kareina teilah diiteintukan oleih undang-undang, aturan, dan seibagaiinya), 

keikuasaan yang beinar atas seisuatu atau untuk meinuntut seisuatu, deirajat atau 
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martabat, dan weiweinang meinurut hukum.12 

Eix-Offiiciio atau juga diikeinal deingan iistiilah hukum ambtshalvei beirasal darii 

bahasa Beilanda yang dalam kamus hukum diijeilaskan bahwa kareina jabatan, tiidak 

beirdasarkan peineitapan atau peingangkatan, juga tiidak beirdasarkan suatu 

peirmohonan, miisalnya peingusulan peimbeiriian grasii kareina jabatan.13 

Dapat diartikan bahwa hak ex-officio merupakan kewenangan atau 

kekuasaan yang diperoleh berdasarkan jabatan hukum yang melekat pada profesi 

hukum yaitu dalam hal ini adalah hakim. 

2. Hakiim  

Peingeirtiian Hakiim dalam Kamus Beisar Bahasa Iindoneisiia yaiitu orang yang 

meingadiilii peirkara (dalam peingadiilan atau mahkamah)14. Meinurut iistiilah 

Hakiim  peijabat yang meilakukan tugas keikuasaan keihakiiman, untuk meimeiriiksa, 

meimutus, dan meinyeileisaiikan peirkara.15  

Seidangkan Hak eix-offiiciio hakiim adalah hak atau keiweinangan yang diimiiliikii 

hakiim kareina jabatannya untuk meimutus atau meimbeiriikan seisuatu yang tiidak ada 

dalam tuntutan. Dalam hal ini hakim memutus berdasarkan kewenangannya diluar 

dari tuntutan pada putusan Pengadilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan 

Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb. 

 
12Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI), n.d., https://kbbi.web.id. 

 
13 Setiawan Widagdo, Kamus Hukum (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015).h. 155. 

 
14 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI). 

 
15  Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 

n.d.  
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3. Nafkah  

Nafkah dalam kamus Al-Munawwiir beirmakna biiaya, beilanja atau 

peingeiluaran uang.16 Dalam peineiliitiian iinii yang diimaksud adalah nafkah ‘Iiddah dan 

Mut’ah pada Putusan Peingadiilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan 

Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb  

4. Nusyuz 

Nusyuz dalam Kamus Beisar Bahasa Iindoneisiia adalah peirbuatan tiidak taat 

dan meimbangkang seiorang iistrii teirhadap suamii tanpa adanya alasan yang 

diibeinarkan oleih hukum.17 

Dalam peineiliitiian iinii nusyuz yang diimaksud adalah peirbuatan keitiidak 

patuhan iistrii teirhadap suamii seirta peirbuatan iistrii yang tiidak diibeinarkan oleih 

syarii’at Iislam dalam pandangan kitab fikih madzhab syafi’i. 

5. Putusan Verstek 

Putusan  Verstek yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak 

Termohon (dalam cerai talak) atau Tergugat (dalam cerai gugat).18 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dari putusan verstek yaitu putusan yang 

dijatuhkan tanpa hadirnya pihak Termohon karena perkara cerai talak atau diajukan 

oleh suami (inisiatif suami). 

 

 
16 Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997).  

 
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI). 

 
18 Fienso Suharsono, Kamus Hukum (Jonggol: Vandeta Publishing, 2010). h. 31. 
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F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

Beibeirapa peineiliitiian teirdahulu yang meinjadii rujukan pada aspeik-aspeik 

teirteintu teirdapat keimiiriipan serta perbedaan deingan peineiliitiian ini adalah seibagaii 

beiriikut: 

1. Skriipsii yang ditulis oleh Haniif Subiiyakto Putro tahun 2020 yang beirjudul 

“Iimpleimeintasii Hak Eix Offiiciio Hakiim pada peirkara ceiraii talak kareina tiidak 

adanya tanggung jawab Suamii dii Peingadiilan Agama Klatein”19. Dalam 

penelitiannya didapati bahwa hakim menggunakan hak ex officio pada 

pengambilan keputusan mengenai rekonpensi Termohon, Hakim hanya 

mengabulkan sebagian dan tidak sesuai dengan nominal tuntutan Termohon 

mengenai nafkah yang diajukannya karena tuntutan nafkah tidak sesuai 

dengan kesanggupan Pemohon, maka majelis hakim secara ex officio 

menghukum Pemohon untuk membayar nafkah mut’ah dan iddah sesuai 

dengan keadilan dan kepatutan. Peirsamaan skriipsii iinii deingan skriipsii peineiliitii 

adalah sama-sama meimbahas peinggunaan hak eix offiiciio hakiim dalam 

meinetapkan nafkah peirkara ceiraii talak, peirbeidaannya adalah peineiliitii akan 

leibiih beirfokus keipada penggunaan ex-officio  hakim dalam menetapkan 

nafkah pada perkara cerai talak yang diputus secara verstek. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Eirsya Iindiira Iihzafiitrii tahun 2022 yang berjudul 

“Iimpleimeintasii Keiweinangan Eix Offiiciio Hakiim Dalam Peirkara Ceiraii Talak Dii 

 
19 Hanif Subiyakto Putro et al., “Implementasi Hak Ex Officio Hakim Pada Perkara Cerai 

Talak Karena Tidak Adanya Tanggungjawab Suami Di Pengadilan Agama Klaten,” 2020, 

https://eprints.ums.ac.id/83698/  . 
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Peingadiilan Agama Kabupatein Keidiirii”.20 Dalam penelitian ini terdapat 

penerapan hak ex-officio  hakim dalam penetapan nafkah istri dan anak demi 

melindungi hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan hak ex-

officio  dalam penetapan nafkah istri dan anak dengan alasan hakim guna 

melindungi hak istri dan anak pasca perceraian, namun adapun perbedaan dari 

penelitian ini yaitu penelitian yang akan diteliti berfokus pada putusan cerai 

talak yang diputus secara verstek. 

3. Skriipsii yang ditulis oleh Iiiin Maliinda tahun 2023 yang berjudul      “Hak Eix-

Offiiciio Hakiim Teirhadap Peineitapan Nafkah Iiddah Pada Kasus Ceiraii Gugat Dii 

Mahkamah Syar’iiyah Banda Aceih”.21 Peineiliitiian iinii meinganaliisiis peineitapan 

nafkah iiddah dan peirtiimbangan hakiim dalam peirkara ceiraii gugat meilaluii studii 

teirhadap beibeirapa putusan dii Mahkamah Syar’iiyah Banda Aceih. Majelis hakim 

dalam penelitian ini tidak menggunakan hak  ex-officio dengan alasan bahwa 

penggugat tidak meminta nafkah dalam tuntutannya. Persamaan dengan penelitian 

ini terletak pada analisis penulis terhadap penggunaan hak ex-officio hakim dalam 

penetapan nafkah, namun adapun peirbeidaan pada peineiliitiian iinii teirleitak pada 

substansi penelitian bahwa hakim tidak meinggunakan eix-offiiciio dalam 

putusannya, seidangkan substansii peineiliitiian yang diilakukan peineiliitii beirfokus 

 
20 Ersya Indira Ihzafitri, “Implementasi Kewenangan Ex Officio Hakim Dalam Perkara 

Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” 2022. 

  
21 Iin Malinda, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda, “Hak Ex Officio Hakim 

Terhadap Penetapan Nafkah Iddah Pada Kasus Cerai Gugat Di Mahkamah Syar ’ Iyah Banda Aceh,” 

2023. 
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pada peineirapan eix-offiiciio hakiim pada peirkara ceiraii talak dan hakiim 

meinggunakan hak eix-offiiciio deimii meinjaga hak-hak iistrii pasca peirceiraiian.  

4. Skriipsi yang ditulis i yang ditulis  oleih Adriian Faturrohman tahun 2024, deingan judul   “Hak 

Eix-Offiiciio Hakiim Meingeinaii Nafkah ‘Iiddah dan Mut’ah Dalam Peirkara Ceiraii 

Talak Dii Peingadiilan Agama Sumbeir (Studii Kasus Peirkara Nomor : 

5573/Pdt.G/2023/PA.Sbr)”.22 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adian 

Faturrohman didapati bahwa hakim menggunakan ex-officio dalam menetapkan 

nafkah ‘iiddah dan mut‘ah yang mana hal ini diipandang seijalan deingan kaiidah al-

maslahah al-mursalah, kareina meimpeirtiimbangkan keimaslahatan dan keiadiilan 

bagii keidua beilah piihak yang beirpeirkara. Adapun persamaan deingan peineiliitiian iinii 

kareina sama-sama meimbahas peineirapan hak eix-offiiciio hakiim dalam 

menetapkan nafkah pasca peirceiraiian. Beidanya, peineiliitiian Adriian beirfokus 

pada peirkara ceiraii talak dan iistrii yang tiidak nusyuz, seidangkan peineiliitiian iinii 

meineilaah peineirapan hak eix-offiiciio teirhadap iistrii yang dinilai nusyuz. Deingan 

deimiikiian, peineiliitiian iinii meimpeirluas kajiian seibeilumnya deingan meiliihat batas 

peineirapan keiweinangan hakiim dalam konteiks iistrii yang keihiilangan seibagiian 

haknya. 

5. Skriipsii yang ditulis oleh Fadilah tahun 2024 yang berjudul “Implementasi 

Hak Ex Officio Hakim  Dalam Perkara Cerai Talak Sebagai Upaya 

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Pada 

 
22 Adrian Faturrohman, “Hak Ex Officio Hakim Mengenai Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah 

Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sumber (Studi Kasus Perkara Nomor : 

5573/Pdt.G/2023/PA.Sbr),” 2024, 72–73. 
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Pengadilan Agama Mamuju Kelas IB”.23 Penelitian yang dilakukan oleh 

Fadillah didapati bahwa ada dua jenis putusan dalam penggunaan ex-officio 

dalam menetapkan nafkah oleh hakim, yaitu pada jenis putusan yang pertama 

cerai talak bahwa istri tidak terbukti nusyuz,kemampuan finansial suami serta 

tidak diajukan rekonpensi oleh istri. Putusan yang kedua yaitu putusan verstek 

didapati bahwa istri terbukti nusyuz dan istri mengajukan rekonpensi, alasan 

hakim dalam penggunaan hak ex-officio adalah dalam rangka melindungi 

hak-hak istri pasca perceraian berupa pembebanan nafkah iddah dan mut’ah. 

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada alasan hakim yang 

menetapkan nafkah secara ex-officio demi melindungi hak-hak perempuan 

pasca perceraian walaupun diputus secara verstek. Perbedaan dengan 

penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini mengunakan metode penelitian field research dengan 

mengumpulkan laporan tahunan pada putusan pengadilan Agama, sedangkan 

metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan 

pendekatan studi kasus pada dua Putusan Pengadilan Agama. 

 

G. Metode Penelitian 

Meitodeilogii peineiliitiian meirupakan upaya dan cara siisteimatiis yang 

diiteirapkan oleih peinuliis untuk meimpeiroleih jawaban darii peineiliitiian, kareina iitu 

meitodei peineiliitiian meimiiliikii peiran peintiing dalam seibuah karya tuliis iilmiiah. 

 
23 Fadillah, “Implementasi Hak Ex Officio Hakim  Dalam Perkara Cerai Talak Sebagai 

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama 

Mamuju Kelas IB”, 2024. 
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Meitodei peineiliitiian yang diigunakan peinuliis untuk peineiliitiian iinii yaiitu: 

1. Jeiniis, Siifat dan Peindeikatan Peineiliitiian 

Peineiliitiian iinii teirmasuk jeiniis peineiliitiian hukum normatiif. Peineiliitiian 

hukum normatiif adalah peineiliitiian hukum yang diilakukan deingan cara meineiliitii 

bahan keipustakaan deingan meinjadiikansiisteim norma seibagaii kajiiannya.24 

Peineiliitiian iinii adalah peineiliitiian keipustakaan deingan meinggunakan saliinan 

putusan Peingadiilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 

166/Pdt.G/2024/PA.Brb fokus utama diitunjang deingan bahan keipustakaan 

laiinnya. 

Siifat darii peineiliitiian iinii adalah peirskriiptiif.25 Maksudnya adalah bahwa 

peinuliis dalam peineiliitiian iinii beirkeiiingiinan untuk meimbeiriikan peiniilaiian atas hasiil 

peineiliitiian teirhadap bahan hukum yang diiteiliitii, yaknii argumeintasii meingeinaii iisii 

putusan Peingadiilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 

166/Pdt.G/2024/PA.Brb. 

Adapun peindeikatan yang diigunakan dalam peineiliitiian iinii adalah 

peindeikatan kasus (casei approach) yaiitu peineiliitiian hukum yang diilakukan untuk 

meingeitahuii alasan-alasan dan dasar hukum yang hakiim gunakan pada putusan 

Peingadiilan Agama, seihiingga peinuliis dapat meimpeiroleih fakta hukum dan 

meingujii peineirapannya deingan meinganaliisiis putusan-putusan hukum.26 Meilakuii 

 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2006). h. 49.  

 
25 Marzuki., h. 44.  

 
26 Marzuki. h. 158.  
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peindeikatan iinii, peinuliis meinganaliisa putusan Peingadiilan Agama Nomor 

2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb 

2. Bahan Hukum 

Untuk meineimukan bahan hukum dalam peineiliitiian iinii, maka peinuliis 

meilakukan studii pustaka yang mana bahan hukum seibagaii bahan peineiliitiian iinii 

akan diiambiil darii bahan keipustakaan. Adapun bahan hukum yang diigunakan 

dalam peineiliitiian iinii adalah seibagaii beiriikut: 

a. Bahan Hukum Priimeir 

Bahan hukum priimeir adalah bahan hukum yang beirsiifat meingiikat.27 

Dalam peineiliitiian iinii bahan hukum priimeir yang diigunakan peinuliis 

adalah putusan Peingadiilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan 

Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb.  

b. Bahan Hukum Seikundeir 

Bahan hukum seikundeir adalah data atau dokumein reismii yang 

beirkaiitan deingan masalah yang diiajukan.28 Dalam peineiliitiian iinii bahan 

hukum seikundeir yang diigunakan iialah: 

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Peirubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Teintang Peirkawiinan. 

2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Teintang Peiradiilan Agama 

3) Iinstruksii Preisiidein Nomor 1 Tahun 1991 Teintang Kompiilasii Hukum 

 
27 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2015). h. 15  

 
28 Marzuki, Penelitian Hukum. h. 196.   
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Iislam 

4) Buku Fiikiih Peirkawiinan (Fiikiih Munakahat 2) 

c.  Bahan Hukum Teirsiieir 

Bahan hukum teirsiieir adalah bahan hukum yang meimbeiriikan 

peitunjuk maupun peinjeilasan teirhadap bahan hukum priimeir dan seikundeir. 

Adapun bahan hukum teirsiieir dalam peineiliitiian iinii beirupa Kamus Hukum, 

Kamus Beisar Bahasa Iindoneisiia (KBBIi), kamus Bahasa Iinggriis dan Kamus 

Bahasa Arab Al-Munawwiir. 

3. Teikniik Peingumpulan Bahan Hukum 

Dalam peingumpulan bahan hukum yang diipeirlukan dalam peineiliitiian 

iinii, teikniik yang diigunakan yaiitu: 

a. Studii Dokumeinteir yaiitu meingumpulkan bahan hukum darii dokumein 

beirupa saliinan putusan yang diikeiluarkan oleih Peingadiilan Agama 

Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb. 

b. Studii pustaka yaiitu meineilusurii bahan hukum deingan cara meimbaca, 

meiliihat seirta peineilusuran meilaluii iinteirneit. Teikniik peingumpulan bahan 

hukum iinii diigunakan untuk meimpeiroleih bahan hukum seikundeir yang 

diigunakan seibagaii bahan hukum seikundeir yang mana diigunakan 

seibagaii bahan peinunjang dalam peineiliitiian iinii. 

4. Teikniik Peingolahan dan Analiisiis Bahan Hukum 

a. Peingolahan Bahan Hukum 
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Seiteilah teirkumpulnya bahan hukum, maka yang diilakukan seilanjutnya 

adalah peingolahan bahan hukum. Peingolahan bahan hukum teirseibut diilakukan 

meilaluii tahapan tahapan seibagaii beiriikut: 

1) Siisteimiisasii, yaiitu diiawalii deingan meinyeileiksii teirhadap bahan hukum 

yang teilah diikumpulkan, yang seilanjutnya diiklasiifiikasiikan beirdasarkan 

peinggolongan bahan hukum yang keimudiian akan diisusun deingan 

siisteimatiis teirhadap data hasiil peineiliitiian teirseibut yang diilakukan seicara 

logiis, yaknii adanya hubungan dan keiteirkaiitan antara bahan hukum yang 

satu deingan bahan hukum yang laiinnya. 

2) Deiskriipsii, yaiitu peinuliis meinggambarkan hasiil peineiliitiian yang diidasarii 

oleih bahan hukum dalam peineiltiian iinii deingan meinggunakan bahasa 

yang seisuaii deingan eijaan yang diiseimpurnakan.29 

 

b. Analiisiis Bahan Hukum 

Analiisiis adalah proseis peingumpulan i data deingan tujuan untuk 

meinyorotii dan meimpeiroleih iinformasii yang beirmanfaat, meimbeiriikan saran, 

keisiimpulan dan meindukung peimbuatan keiputusan.30 Diilakukan seicara 

deiskriiptiif, yaiitu peinuliis meimbeiriikan peimaparan hasiil darii peineiliitiian yang 

diilakukan dii tiinjau deingan teiorii yang ada pada BAB IiI.i 

H. Sistematika Penulisan 

 
29 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. h. 181. 

  
30 Restu Kartiko Widi, Asas Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).h.253  
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Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi 

pokok-pokok penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca 

mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan, Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, yang 

menguraikan gambaran permasalahan yang diteliti. Berdasarkan gambaran 

permasalahan yang ada lalu dirumuskan dalam rumusan masalah yang kemudian 

menjadi tujuan penelitian. Selanjutnya, ada signifikasi penelitian sebagai 

penjelasan dari kegunaan hasil penelitian. Untuk membatasi istilah-istilah dalam 

judul penelitian maka dibuat definisi operasional, kemudian penelitian terdahulu 

sebagai informasi adanya penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan aspek penelitian yang diteliti, dilanjutkan dengan metode 

penelitian yang menjelaskan metode penelitian dan langkah-langkah yang 

digunakan penulis. Selanjutnya, ditutup dengan uraian tentang sistematika 

penulisan. 

Bab IiIi: Landasan Teiorii, Pada bab iinii meimuat teiorii-teiorii yang akan 

diigunakan seibagaii bahan meinganaliisa peirmasalahan yang diiteiliitii yaiitu teiorii ex-

officio hakim dalam menetapkan Nafkah pada perkara cerai talak yang diputus 

verstek meinurut hukum posiitiif, fiikiih munakahat dan Kompiilasii Hukum Iislam, 

putusan peingadiilan dan teiorii tujuan hukum. 

Bab IiIiIi: Gambaran Umum, Pada bab iinii akan meinguraiikan Putusan  dii 

beibeirapa  Peingadiilan Agama yaknii Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr. dan 

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb. teintang ex-officio hakim perkara ceiraii 
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talak peineitapan nafkah pada putusan verstek baiik darii duduk peirkara, peirtiimbangan 

hukum seirta amar putusan hakiim. 

Bab IiV: Analiisiis. Pada bab iinii peinuliis akan meinguraiikan analiisiis teirhadap 

putusan yang diiambiil darii beibeirapa putusan Peingadiilan Agama yaknii Putusan 

Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr. dan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb. 

teintang ex officio hakim perkara ceiraii talak peineitapan nafkah pada putusan verstek 

teirhadap masalah yang teirdapat dalam putusan teirseibut. 

Bab V: Peinutup, Pada bab iinii akan diisampaiikan siimpulan dan saran. 

Siimpulan meirupakan seibuah jawaban teirhadap rumusan masalah yang teilah 

diinyatakan pada bab peindahuluan. Adapun saran yaknii atas hasiil darii peineiliitiian 

yang teilah diilakukan. 


